
GUBERNUR LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

NOMOR 13 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MARA ESA 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimhang	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan 
Pemerirrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daer-ah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian 
Kerugian Daerah; 

Mengingat 1.	 Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tabun 1945; 

2.	 Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembenlukan Daerab Tingkat I Lampung 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tabun 1959 
tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) 
menjadi Undang-Undang [Lernbara.n Negara Republik Indonesia 
Tahun 1964 Nomor 95, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2688); 

3.	 Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4.	 Undang-Undang Nomor I Tabun 2004 tenlang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6.	 Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 lentang Pemerinlaban 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, 'Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemertntahan Daera.h {Lembaran Ncgara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 48441; 
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7.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan 
Piutang NegarafDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang NegarajDaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4652); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

14.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 
Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah. 

15.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012; 

16.	 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nornor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Ganti Keuangan Negara terhadap Bendahara; 

17.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok
Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 215); 

18.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung 
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 
333); 

19.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 
2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 380); 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 

dan
 

GUBERNUR LAMPUNG
 

MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN 
DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1.	 Daerah adalah Provinsi Larnpung. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah 
scbagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi 
Lampung. 

3.	 Gubernur adalah Gubernur Lampung. 

4.	 Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK 
adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

5.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah lernbaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggaran pemerintahan daerah. 

6.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. 

7.	 Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung. 

8.	 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Larnpung. 

9.	 Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas 
untuk dan atas nama Dacrah, menerima, menyimpan, dan 
membayarfmenyerahkan uang atau surat berharga atau barang
barang Daerah. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh 
pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukan jabatan 
pemerintahan. 

11. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang karena 
kedudukannya dapat memberikan keteranganjmenyatakan 
sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum 
dapat dipertanggungjawabkan. 

12. Keuangan	 Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. 

13. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang 
kartal dan uang giral. 
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14. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Daerah baik yang dimiliki 
maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta 
bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, 
dihitung, diukur ataupun ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan 
kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. 

15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas 
dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan 
sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang 
ditunjuk. 

16. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang 
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 
sengaja maupun lalai. 

17. Tuntuta11 Perbendaharaan adalah suatu tatacara perhitungan terhadap 
Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan 
dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 

18. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri 
dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut 
penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum, 
dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung 
Daerah menderita kerugian. 

19. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses 
tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi 
BendaharajPegawai bukan Bcndaharajpenggunajkuasa penggunajpenyimpan 
jpengurus barang yang merugikan keuanganjbarang Daerah. 

20. Perhitungan Ex. Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang 
dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendahara yang 
bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di 
bawah pengampuan dan,' atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak 
membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan langsung. 
namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap 
tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya. 

21. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban 
seseorang untuk mengganti kerugian Daerah, yang menurut hukum menjadi 
tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan, yang disebabkan 
meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak 
bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

22. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus 
dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan 
kerugian daerah. 

23. Banding adalah upaya pegawaijorang mencari keadilan ke tingkat yang lebih 
tinggi setelah dike1uarkannya penetapan pembebanan. 

24. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan 
ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena pegawai yang bersangkutan 
meninggal dunia tanpa diketahui ahJi warisnya atau ada ahli waris yang tidak 
dapat dimintakan pertanggungjawaban, atau melarikan diri tanpa diketahui 
alamatnya. 



25. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar 
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang 
untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang darr/atau 
pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang 
berada dalam penguasaannya. 

26. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk 
melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah. 

27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM 
adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan 
bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian Daerah yang terjadi 
dan berseclia mengganti kerugian Daerah tersebut. 

28.	 Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim 
yang dibentuk oleh Gubernur untuk menangani penyelesaian kerugian Daerah. 

BAB 11
 

TUJUAN DAN RUANG LlNGKUP
 

Bagian Kesatu
 

Tujuan
 

Pasal2
 

Tujuan pengaturan penyelesaian kerugian Daerah adalah untuk: 

a.	 mencegah terjadinya kerugian Daerah; 

b.	 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah; 

c.	 meningkatkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang Daerah; 

d.	 mengembalikan kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum 
atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan Daerah; dan 

e.	 membina rasa tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan barang Daerah. 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Pasal3 

"- Ruang lingkup penyelesaian kerugian Daerah tcrdiri dari: 

a.	 Tuntutan Perbendaharaan; dan 

b.	 Tuntutan Ganti Rugi. 

BAB 1lI 

SUBJEK DAN OBJEK 

Bagian Kesatu 

Subyek 

Pasal4 

(I)	 Subjek Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
a adalah Bendahara yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian 
daerah. 

(2)	 Subjek Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
adalah PNS bukan bendahara yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
kerugian daerah. 



Bagian Kedua 

Obyek 

Pasa15 

Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimaria 
dimaksud dalam Pasal 2 meliputi uang dan barang daerah. 

BABIV
 

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
 

Pasal6
 

(1)	 Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Gubernur membentuk TPKD. 

(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan 
Gubemur. 

(3)	 Kepala SKPD atau direksi BUMD membentuk Tim Ad Hoc un tu k 
memverifikasi kerugian daerah yang terjadi pada SKPD atau BUMD. 

(4)	 Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala SKPD atau Dlreksi BUMD. 

Pasal 7 

(1) TPKD sebagaimana dimaksud daJam Pasal6 ayat (1) terdiri dari: 
a.	 Ketua: Sekretaris Daerah; 

b. Wakil Ketua : Inspektur Provinsi Lampung; 

c.	 Sekretaris: Kepala badan Zbiro yang membidangi keuangan: 

d. Anggota,	 meliputi : SKPD yang membidangi Keuangan, Pengelolaan Barang 
Daerah, Kepegawaian, Hulrum, Umurn, Inspektorat, dan Satuan Polisi 
Pamong Praja. 

(2) TPKD bertugas membantu Gubernur daJam: 
a.	 memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap Bendahara, yang 

pembebanannya ditetapkan oleh BPK; dan 

b.	 memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap Pegawai bukan 
Bendahara, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang 
dan Pcngurus Barang. 

(3)	 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD 
mempunyai fungsi: 
a.	 penginventarisasian kasus kerugian Daerah yang diterima; 

b.	 perhitungan jumlah kerugian Daerah; 

c.	 pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa 
PNS bukan Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hulrum baik 
sengaja maupun kelalaian, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian 
Daerah; 

d.	 penginventarisasian harta kekayaan milik PNS bukan Bendahara yang 
dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah; 

e.	 penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM; 

f.	 pemberian pertimbangan kepada Gubemur tentang kerugian Daerah 
sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan 
sementara; 



g.	 penatausahaan penyelesaian kerugian Daerah; dan 

h.	 penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah kepada 
Gubernur. 

BABV
 

INFORMASI, PELAPORAN DAN VERIFlKASI KERUGIAN DAERAH
 

Bagian Kesatu 

lnformasi 

Pasal8 

Informasi mengenai kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian 
Daerah, terdiri atas: 

a.	 hasil pemeriksaan BPK; 

b.	 pengawasan Inspektorat; 

c.	 pengawasan danjatau pemberitahuan Kepala SKPD; dan 

d.	 perhitungan ex officio. 

Bagian Kedua
 

Pelaporan
 

Pasal9 

(I)	 Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan 
atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan 
melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan 
kewajiban sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada 
Gubernur selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 

diketahuinya kejadian. 

(2) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jurnlah 
kerugian Daerah yang pasti. 

Bagian Ketiga
 

Verifikasi
 

Pasal IO 

(1)	 Kepala SKPD membentuk Tim Ad Hoc untuk memverifikasi kerugian Daerah 
yang terjadi di SKPD. 

(2)	 Tim Ad Hoc melakukan verifikasi atas infonmasi kerugian Daerah pada SKPD 
yang bersangkutan. 

(3)	 Tim Ad Hoc melakukan verifikasi atas informasi kerugian daerah sebagairnana 
di maksud dalam Pasal 7 pada SKPD atau BUMD yang bersangkutan. 

(4)	 Kepala SKPD atau Direksi BUMD menyampaikan hasil verifikasi tim Ad Hoc 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), kepada Gubernur tembusannya 
disampaikan kepada TPKD 

(5)	 Khusus untuk TP selain penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), juga diberitahukan kepada BPK. 

(6J	 Kepala SKPD atau Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
apabila tidak melaporkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
sejak diterimanya hasil verifikasi dari Tim Ad Hoc, dikenakan hukuman disiplin 
karena Ialai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 
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(7)	 Bentuk Surat Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah irri. 

Pasal 11 

(1)	 Berdasarkan laporan kerugian daerah berupa TP, dari Kepala SKPD atau 
Direksi BUMO, Gubernur menugaskan TPKD untuk me1akukan verifikasi 
paling lama 7 [tujuh] hari kerja sejak diterimanya laporan tersebut. 

(2)	 Verifikasi sebagaimana dimaksud pacta aya t (1), d ilakukan dengan cara 
mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut : 
a.	 Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat 

yang melaksananakan fungsi bendahara; 

b.	 Berita acara pemeriksaan kas / barang; 

c.	 Register penutupan buku kas/barang; 

d.	 Surat keterangan tentang slsa uang yang belum dipertanggungjawabkan 
dari pengguna anggaran I kuasa pengguna anggaran; 

e.	 Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan: 

f.	 Fotocopy(rekaman buku kas urnum bulan yang bersangkutan yang memuat 
adanya kekurangan kas; 

g.	 Surat tanda lapor dari kepolisian dalarn hal kerugian daerah mengandung 
indikasi tindak pidana; 

h.	 Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dan kepolisian dalam 
hal kerugian daerah yang terjadi karena pencurian atau perampokan; dan 

1.	 Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan. 

(3)	 TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah. 

(4)	 Daftar kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan 
format yang rercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(5) TPKD	 menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
waktu 30 hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Oubemur. 

(6) TPKD melaporkan hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Gubernur. 

(7)	 Gubernur menyampaikan Hasil vertfikasi Kerugian Daerah kepada BPK 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditet-ima dari TPKD dengan dilengkapi 
dolrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 12 

(1)	 Selama dalam proses veriflkasi bendahara dibebastugaskan sementara dari 
jabatannya. 

(2)	 Mekanisme pembebasrugasan dan penunjukan bendahara pengganti di 
tetapkan oleh SKPD atau BUMD masing-masing. 

Pasal13 

(1)	 Berdasarkan laporan kerugian daerah berupa TGR, dati Kepala SKPD atau 
Direksi BUMD, Gubernur menugaskan Inspektur Provinsi untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam 
rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah. 

(2)	 Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan Inspektur Provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), Gubernur memerintahkan TPKD un tu k 
menyelesaikan kerugian daerah. 



BABVI
 

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 14 

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilakukan melalui mekanisme: 
a.	 SKTJM; 

b.	 pembebanan kerugian Daerah sementara; 

c.	 penetapan batas waktu: 

d.	 pembebanan kerugian Daerah; 

e.	 pelaksanaan Keputusan Pembebanan; 

f.	 penyelesaian kerugian Daerah yang bersumber dari perhitungan ex officio; dan 

g.	 laporan pelaksanaan Keputusan Pembebanan dan Pencatatan. 

Bagian Kedua 

SKTJM
 

Pasal 15
 

(1)	 Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional. Gubernur 
memerintahkan TPKD agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani 
SKTJM. 

(2)	 Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara harus 
sudah membuat dan menandatangani SKTJM. 

Pasal 16 

(II	 Dalam hal Bendahara teiah menandatangani SKTJM, maka wajib menyerahkan 
jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen: 
a.	 bukti kepemilikan barang dan/ atau kekayaan lain milik Bendahara; dan 

b.	 surat kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang darr/ atau kekayaan lain 
dari Bendahara. 

(2)	 SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara, tidak dapat ditarik kembali. 

~	 (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/ atau kekayaan yang 
dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku seteiah BPK 
menerbitkan Keputusan Pembebanan. 

(4)	 Bentuk dan iei SKTJM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 17 

(II	 Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai. 

(2)	 Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah, TPKD mengembalikan 
bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual danjatau mencairkan 
barang danj atau kekayaan lain dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16	 ayat (1) huruf b. 

(3)	 Dalam hal Bendahara tidak dapat mengganti kerugian Daerah, TPKD dapat 
menjual danjatau mencairkan barang danjatau kekayaan lain dari Bendahara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. 
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Pasal 18 

TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah dalam bentukjfonnat 
SKTJM kepada Gubernur. 

Pasal 19 

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2), TPKD menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur untuk 
menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian Daerah. 

Pasal20 

Dalam hal kasus kerugian Daerah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan oleh 
pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya Bendahara bersedia mengganti 
kerugian secara sukarela, maka SKTJM dibuat dan ditandatangani Bendahara 
dihadapan pemeriksa. 

Bagian Ketiga 

Pembebanan Kerugian Daer-ah Sementara 

Pasal 21 

(I)	 Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara, 
dengan ketentuan dalam hal penerapan SKTJM tidak dapat memperoleh atau 
menjamin pengembalian kerugian Daerah, dalam jangka waktu paling lama 7 
(tujuh) hari kerja terhitung sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani 
SKTJM. 

(2)	 Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara tercantum 
dalam Lampiran N yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal22 

(1)	 Keputusan Pernbebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21, mempunyai kekuatan hukum untuk dilakukan aita jamiriari. 

(2)	 Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan cleh 
Gubernur kepada Instansi yang berwenang melakukan penyitaan. 

Bagian Keempat 

Penetapan Batas Waktu 

Pasal23 

(1)	 Keputusan Penetapan Batas Waktu dilakukan, dalam hal: 
a.	 TPKD tidak menerima hasil verifikasi kerugian Daerah; dan 

b.	 berdasarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal21, Bendahara tidak melaksanakan SKTJM. 

(2)	 Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau 
Kepala SKPD, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur, dan tanda 
terima dari Bendahara. 

(3)	 Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada TPKD oleh atasan langsung Bendahara atau Kepala 
SKPD. 

(4)	 Bentuk dan isi Keputusan Penetapan Batas Waktu tercantum dalam Lampiran 
V yang merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal24 

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas Keputusan Penetapan Batas Waktu 
kepada TPKD. 

Pasal25 

[l ]	 TPKD menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24. 

(2)	 Apabila TPKD tidak mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(11	 maka keberatan yang diajukan Bendahara dinyatakan diterima. 

Bagian Kelima
 

Pembebanan Kerugian Daerah
 

Pasal26 

(I)	 Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah ditetapkan oleh TPKD, apabila: 

a.	 jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui; 

b.	 keberatan yang diajukan Bendahara ditolak; dan 

c.	 kerugian Daerah belum sepenuhnya diganti dan telah melampaui jangka 
waktu sejak ditandatanganinya SKTJM, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2)	 Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah tercantum dalam 
Lampiran VI yang mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dati Peraturan 
Daerah ini. 

Pasal27 

(1)	 Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah disampaikan kepada Bendahara 
melalui atasan langsung Bendahara dan Kepala SKPD, dengan tembusan 
disampaikan kepada Gubernur I dan tanda terima dari Bendahara. 

(2)	 Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final. 

Pasal28 

( l)	 Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Bendahara, pengampu atau ahli 
warisnya diterima oleh TPKD, maka diterbitkan Keputusan Pembebasan. 

(2)	 Bentuk dan isi Keputusan Pembebasan tercantum dalam Lampiran VII yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 

Bagian keenam
 

Pelaksanaan Keputusan Pembebanan
 

Pasal29 

(1)	 Bendahara wajib mengganti kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara 
tunai ke Kas Daerah, setelah menerima Keputusan Pembebanan. 

(2)	 Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), memiliki hak 
mendahului. 

(3)	 Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), maka harta kekayaan yang telah disita 
dikembalikan kepada yang bersangkutan. 
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Pasa130 

(1)	 Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mernpunyai 
kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekuei. 

(2)	 Gubernur mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk 
melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara 
berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), 
apabila Bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai. 

(3)	 Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara scbagaimana dimaksud 
pacta ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian Daerah. 

(4)	 Selama proses penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh) persen dari penghasilan yang 
diterima Bendahara sefiap bulan sampai kerugian Daerah lunas. 

Pasa131 

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (2) diatur lebih Ianjut oleh Gubernur, setelah berkoordinasi 
dengan Instansi yang berwenang dalam rnelakukan penyitaan dan pcnjualan 
dan/etau pelelangan. 

Pasal32 

(1)	 Gubernur mengupayakan pelunasan kerugian Daerah melalui pemotongan, 
paling rendah sebesar 50% (lima puluh) persen dari penghasilan Bendahara 
setiap bulan sampai lunas, dalam hal Bendahara tidak mcmiliki harta 
kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk 
penggantian kerugian Daerah. 

(2)	 Dalarn hal Bendahara memasuki rnasa pensiun dan belum melunasi kerugian 
Daerah, maka Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak 
Bendahara, diperhitungkan untuk mengganti utang kerugian Daerah dan 
dicantumkan dalam Keterangan Penghentian Pembayaran. 

Bagian Ketujuh 

Penyelesaian Kerugian Daerah yang Ber-surnber 
dari Perhitungan Ex Officio 

Pasal33 

(I)	 Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai 
dengan Pasal 32, berlaku terhadap kasus kerugian Daerah yang diketahui 
berdasarkan perhitungan ex officio. 

(2)	 Dalam hal pengampu atau ahli waris Bendahara bersedia mengganti kerugian 
Daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan 
menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Daerah. 

(3)	 Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli 
waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dan 
Bendahara. 

Pasal34 

(I)	 Terhadap kerugian Daerah atas tanggungjawab Bendahara, dapat dilakukan 
penghapusan. 

(2)	 Tata cam penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diatur dengan 
Peraturan Guberrrur. 
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Bagian Kedelapan 

Laporan Pe1aksanaan Keputusan Pembebanan 
dan Pencatatan 

Pasal35 

TPKD menyampaikan laporan kepada Gubemur tentang pelaksanaan Keputusan 
Pembebanan dan d ilarnpi.ri dengan bukti setor. 

Pasal35 

(1)	 Keputusan Pencatatan dilakukan dalam hal: 

a.	 Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak 
ada keluarga; dan 

b. Bendahara	 meninggal dunia dan ahli wansnya tidak diketahui 
keberadaannya. 

(2)	 Bentuk dan iei Keputusan Pencatatan tercantum dalam Lampiran VlII yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB VI1
 

PENYELESAlAN TUNTUTAN GANTI RUG!
 

Bagian Kesatu
 

Umum
 

Pasal36 

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dilakukan melalui mekanisme: 

a.	 SKTJM; 

b.	 tuntutan ganti rugi biasa; 

c.	 penyelesaian kerugian barang Daerah; dan 

d. pencatatan. 

Bagian Kedua 

SKTJM 

Pasa137 

(1)	 Berdasarkan hasil pcmcriksaan dari aparat pengawas fungsional, Gubernur 
memerintahkan TPKD agar PNS bukan Bendahara bersedia membuat dan 
menandatangani SKTJM. 

(2)	 Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS bukan 
Bendahara harus sudah membuat dan menandatangani SKTJM. 

Pasa138 

(1)	 Dalam hal Pegawai bukan Bendahara telah menandatangani SKTJM, maka 
wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen: 

a.	 bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain etas nama PNS bukan 
Bendahara; dan 

b.	 surat kuasa rnenjual dan! atau rncncairkan barang dan! atau kekayaan lain 
dari PNS bukan Bendahara. 

(2)	 SKTJM yang telah ditandatangani oleh PNS bukan Bendahara, tidak dapat 
ditarik kembali. 
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(3)	 Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang 
dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah 
Gubernur menerbitkan Keputusan Pembebanan. 

Pasal39 

(1)	 Penggantian kerugian Daet-ah dilakukan secara runai. 

(2)	 Dalam hal PNS bukan Bendahara telah mengganti kerugian Daerah, TPKD 
mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/ atau 
mencairkan barang dan/ atau kekayaan lain dari PNS bukan Bendahara 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b. 

(3)	 Dalam hal PNS bukan Bendahara tidak dapat mengganti kerugian Daerah, 
TPKD dapat menjual danJatau mencairkan barang danjatau kekayaan lain 
dari PNS bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) 
huruf a. 

Pasal40 

TPKD melaporkan hasil penyclcsatan kerugian Daerah melalui SKTJM kepada 
Gubernur. 

Pasa141 

Dalam hal PNS bukan Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), TPKD menerbitkan rekomendasi kepada 
Gubcrnur untuk menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian Daerah. 

Pasal42 

Dalam hal kasus kerugian Daerah yang diperoleh berdasarkan pemerlksaan oleh 
pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya Pegawai bukan Bendahara bersedia 
mengganti kerugian secara sukarela, maka SKTJM dibuat dan ditandatangani PNS 
bukan Bendahara di hadapan pemer-iksa. 

Bagian Ketiga 

Tuntutan Ganti Rugi Biasa 

Pasal43 

(1)	 Apabila ganti kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 tidak berhasil, maka dilaksanakan proses Tuntutan Ganti Rugi Biasa. 

(2)	 Proses Tuntutan Ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat [1), 
dirnulai dengan pemberitahuan tertulis Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk 
kepada Pelaku yang bersangkutan, dengan menyebutkan: 

a. identitas pelaku; 

b. jurnlah kerugian Daerah yang harus diganti; 

c. sebab serta alasan penuntutan; dan 

d. tenggang waktu yang diberikan kepada Pelaku untuk mengajukan 
keberatanjpembe1aan din. 

(3)	 Apabila PeJaku tidak mengajukan keberaterr/pembelaan diri sampai dengan 
batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, 
atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa 
yang bersangkutan bebas aarna sekali dari kesalahanjkelalaian, Guberrrur 
menetapkan Keputusan Pembebanan. 

(4)	 Berdaearkan Keputusan Pembebanan, TPKD melaksanakan penagihan atas 
pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan. 
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(5)	 Pelaksanaan Keputusan Pembebanan dapat dilakukan dengan cara memotong 
gaji dan penghasilan Iairmya, dan dapat mengangsur paling lama 2 (dua) 
tahun. 

(6)	 Dalam hal Pelaku tidak melakukan penggantian kerugian Daerah dalam kurun 
waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (5), maka dilakukan upaya hukum 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah 

Pasa144 

(1)	 Pelaku yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan atau kerusakan 
barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, melakukan penggantian 
dalam bentuk uang atau barang. 

(2)	 Penggantian kehilangan barang Daerah berupa kendaraan bermotor baik di 
darat maupun di air, berdasarkan nilai taksiran harga kendaraan, dengan cara 
tunai atau angsuran paling lama 2 {dual tahun, disertai dengan jaminan 
barang yang nilainya cukup. 

(3)	 Penggantian kerugian barang Daerah dalam bentuk uang dapat dilakukan 
terhadap barang bergerak atau tidak bergerak, dengan cara tunai atau 
angsuran selama 2 (dua) tahun. 

(4)	 Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang 
maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3), ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur berdasarkan penilaian konsultan penilai atau 
Tim Penilai yang dibentuk oleh Gubemur. 

(5)	 Dalam hal Pelaku tidak melakukan penggantian kerugian Daerah dalam kurun 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka dilakukan 
upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pasa145 

(1)	 Dalam hal Pemerintah Daerah dan Pelaku yang bertanggungjawab atas 
terjadiriya kehilangan atau kerusakan barang Daerah, mengasuransikan 
barang Daerah yang hilang atau rusak kepada Perusahaan Asuransi, maka 
hasil klaim kepada Perusahaan Asuransi dianggap sebagai penggantian 
terhadap kehilangan atau kerusakan barang Daerah. 

(2)	 Dengan dibayarnya ganti rugi terhadap kehilangan atau kerusakan barang 
Daerah oleh Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)J maka 
barang Daerah dimaksud dihapus dari Buku Inventaris Aset rnilik Pemerintah 
Daerah. 

(3)	 Penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan 
dengan Kcputusan Gubernur. 

Pasal46 

(1)	 Dalam hal barang yang dinyatakan hilang diternukan, maka penggantian 
kerugian barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikembalikan 
kepada pelaku. 

(2)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian penggantian kerugian barang 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan 
Gubemur. 
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Bagian Kelima 

Pencatatan 

Pasal47 

(1)	 Gubernur menetapkan Keputusan Pencatatan, apabila Tuntutan Ganti Rugi 
belum dapat dilaksanakan karena Pelaku meninggal dunia tanpa ada ahli 
warisjpengampu yang diketahui, atau ada ahli warisjpengampu tetapi tidak 
dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku mclarikan diri dan 
tidak diketahui alamatnya. 

(2)	 Berdasarkan Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah. 

(3)	 Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat 
ditagih, apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli 
warisjpengampunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya. 

BAB VIII 

PENYETORAN 

Pasal48 

(1)	 Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian Daerah atau hasil 
penjualan barang jaminanjkcbendaan melalui Kas Umum Daerah yang 
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. 

(2)	 Kerugian Daerah yang penyeJesaiannya melalui Pengadilan, hasil penjualan 
barang disetorkan ke Kas Daerah. 

(3)	 Penyetoran kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang 
berasal dari BUMD setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan ke 
Rekening BUMD. 

BABIX 

PENGHAPUSAN 

Pasal49 

(l)	 Pegawai bukan bendahara atau ahli warisjkeluarga terdekatjPengampu yang 
berdasarkan Keputusan Gubernur diwajibkan mengganti kerugian daerah 
tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk 
penghapusan atas kewajibannya. 

(2)	 Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur 
memerintahkan TPKD untuk melakukan pcnelitian, apabila ternyata yang 
bersangkutan memang tidak mampu, maka Gubernur menerbitkan Keputusan 
untuk menghapus Ganti Rugi baik sebagian atau seluruhnya. 

(3)	 Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya 
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(4)	 Penghapusan dapat di lakukan terhadap kerugian daerah akibat force 
majeure, dan terhadap PNS bukan bendahara tidak dapat dikenakan 
penuntutan apabila kerugian daerah tersebut terjadi karena: 

a.	 bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; 
dan 

b.	 proses alami seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan 
mcnguap. 
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BABX 

KADALUWARSA 

Pasa150 

(1)	 Kewajiban Pelaku untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam 
wak:tu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah atau dalam waktu 8 
(delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan 
ganti rugi. 

(2)	 Tanggungjawab ahli war'ia, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak 
dari Pe1aku menjadi hapus, apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Putusan 
Pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pelaku, atau sejak 
diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh 
Pejabat yang berwenang. 

BABXI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal51 

Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan dan/atau dapat diselesaikan 
namun terdapat indikasi tindak pidana, penyelesaiannya dilakukan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa152 

Dalam hal kewajiban Pelaku untuk mengganti kerugian Daerah dilakukan oleh 
pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana mekanisme yang berlaku 
untuk pengampujyang memperoleh hakj ahli waris. 

Pasa153 

(I)	 Putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dalam proses tuntutan 
penggantian kerugian keuangan Daerah. 

(2)	 Dalam hal nilai penggantian kerugian keuangan Daerah berdasarkan Putusan 
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan 
nilai kerugian keuangan Daerah dalam Keputusan Pembebanan, maka 
kerugian keuangan Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum 
dalam Keputusan Pembebanan. 

(3)	 Apabila sudah dilakukan eksekusi atas Putusan Pengadilan untuk penggantian 
kerugian keuangan Daerah dengan cara disetorkan ke Kas Daerah, maka 
pelaksanaan Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai 
penggantian yang sudah disetorkan ke Kas Daerah. 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa154 

(I)	 Penyelesaian kerugian Daerah yang sedang diproses dan dalam tahapan 
penetapan keputusan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap 
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Dalam hal penyelesaian kerugian Daerah baru dalam proses awal, maka 
penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
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Pasa155 

Selama TPKD belum terbentuk, maka verifikasi kerugian Daerah dilaksanakan oleh 
Tim yang menangani kerugian Daerah yang telah ada atau oleh Inspektorat, dengan 
berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

BAB X111 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal56 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling 
lamhat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 

Pasal57 

Peraturan Daerah irri mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya daJam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 12 - 09 2014 

G~E~' 

M. RIDHO FICARDO 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 1,' - 09 2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

Ir. ARINAL DJUNAIDI 
Pembina Utama Madya 

NIP 19560617 198503 1 005 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR.+3-•••• 

NOMOR RESISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (..j.j .•.•. /2'11."•••1 

El Haraky
Rectangle

El Haraky
Rectangle
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PENJELASAN
 
ATAS
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 
NOMOR 13 TAHUN 2014
 

TENTANG
 

PENYELESAlAN KERUGIAN DAERAH
 

I. UMUM 

Kekayaan daerah adalah merupakan unsur terpenting dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola uang dan barang daerah 
tersebut dengan baik, transparan dan akuntabel, agar kerugian daerab dapat 
dihindari. Untuk meningkatkan pengarnanan terhadap kekayaan daerab, 
meningkatkan disiplin dan tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil dan pihak 
ketiga tcrhadap pengelolaan kekayaan daerab serta untuk kelancaran dan 
ketertiban proses penyelesaian kerugian daerab baik yang diakibatkan oleh 
tindakan melanggar hukum atau lalai, maka perlu diatur suatu ketentuan 
untuk melakukan tuntutan atas terjadinya kerugian daerah tersebut. 

Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah menimbulkan hak dan 
kewajiban baik bagi Pemerintah Daerah maupun setiap orang yang berperan 
di dalamnya. Pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik 
merupakan salah satu indikator dalarn mewujudkan pemerintahan yang baik 
(Good Governance). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat Pengelolaan 
Keuangan dan Barang Daerah dapat memberikan kontribusi pacta hal-hal 
yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan daerah, kekayaan 
daerab dapat berkurang baik karena tindakan melanggar hukum dalarn 
pengurusannya baik disengaja maupun karena kelalaian bendabara, pegawai 
bukan bendabara atau pejabat lain danjatau pihak ketiga yang disebabkan 
suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia. 

Untuk member-ikan Iandasan hukum kepada bendahara, pegawai 
bukan bendabara danjatau pejabat lain serta pihak ketiga yang dalarn 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab dalarn mewujudkan 
tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerab, perlu dibentuk 
Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah. 

Pembentukan Peraturan Daerab ini diJandasi oleh Undang-Undang 
Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 
Tabun 2004 tentang Perbendabaraan Negara, Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerab, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tabun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah, Peraturan Badan 
Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tabun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendabara, Peraturan Menteri dalarn negeri 
Nomor 5 Tabun 1997 tentang Tuntutan Perbendabaraan dan Tuntutan ganti 
Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 
Tabun 2007 tentang Perubaban Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor13 
Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perubaban 
Kedua terhadap Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 'I'ahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal2 

Cukup jelas. 

Pasal3 

Cukup jelas. 

Pasal4 

Cukup jelas. 

Pasal5 

Cukup jelas. 

Pasal6 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "meverifikasi" adalah pemeriksaaan tentang 
kebenaran laporan atau perhitungan keuangan. 

Ayat (4)
 

Cukup jelas.
 

Pasal7
 

Cukup jelas.
 

Pasal S
 

Cukup jelas
 

Pasal9
 

Cukup jelas.
 

Pasal 10
 

Cukup jelas.
 

Pasal 11
 

Cukup jelas.
 

Pasal 12
 

Cukup jelas.
 

Pasal 13
 

Cukup jelas.
 

Pasal 14
 

Cukup jelas,
 

Pasal15
 

Cukup jelas.
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Pasal 16
 

Cukup jelas.
 

Pasal 17
 

Cukup jelas.
 

Pasal 18
 

Cukup jelas.
 

Pasal 19
 

Cukup jelas
 

Pasa120
 

Cukup jelas.
 

Pasal21
 

Cukup jelas.
 

Pasa122
 

Cukup jelas.
 

Pasal23
 

Cukup jelas.
 

Pasa124
 

Cukup jelas.
 

Pasal25
 

Cukup jelas.
 

Pasal26
 

Cukup jelas.
 

Pasal27
 

Cukup jelas.
 

Pasal 28
 

Cukup jelas.
 
". 

Pasal29 

Cukup jelas. 

Pasal30 

Cukup jelas. 

Pasal31 

Yang dimaksud dengan "Instansi yang berwenang "adalah Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Pelelangan. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cuk'up jelas. 
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Pasal35 

Cukup jelas. 

Pasal36 

Cukup jelas. 

Pasal37 

Cukup jelas. 

Pasal38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal40 

Cukup jelas. 

Pasal41 

Cukup jelas. 

Pasal42 

Cukup jelas. 

Pasal43 

Cukup jelas. 

Pasal44 

Cukup jelas. 

Pasal45 

Cukup jelas. 

Pasal46 

Cukup jelas. 

Pasal47 

Cukup jelas. 

Pasal48 

Cukup jelas. 

Pasal47 

Cukup jelas. 

Pasal48 

Cukup jelas. 

Pasal49 

Cukupjelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukupjelas 

Pasal 52 

Cukup jelas. 
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Pasal 53
 

Cukup jelas.
 

Cukup jelas.
 

Cukup jelas.
 

Cukup jelas.
 

Pasal57
 

Cukup jelas.
 

Pasal 54
 

Pasal 55
 

Pasal 56
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR......
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LAMPmAN I: PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
NOMOR TAHUN 2014 
TANGGAL : 2014 

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN' KERJA I) 

Nomor Tanggal 
Lampiran 
Hal Pemberitahuanterjadinya 

kekuranganuangjbarang 

Kepada: 

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia 

dl 
Jakarta 

Bersama ini kami beritahukanbahwadalampengurusanuang / barang yang dilakukan oleh 
Bendahara PenerimaanJBendahara PengeluaranJBendaharaBarang *) a.n NIP. 
........................ yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan 
uangjbarang (Kastekorybarang] sebesar Rp ( dengan huruf ). 

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas pertstiwa tersebut, tindakan yang telah kami 

rbila~~~,:..:::::::::::}2)
 
Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uangJbarang dimaksud 
bersama irri kami lampirkan: 
a. BeritaAcaraPerneriksaanKasJFisikBarang; 
b. Register PenutupanKas; 
c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban; 
d. Fotckopi Buku Kas Umurn (SKU) bulan bersangkutan; 
e. dan lain-lain (yang berkaitandengankasus]. 

Demikianpemberitahuan kami untukdapatdigunakansebagaibahanpertimbangandalam proses 
pengenaangantikerugianterhadapbendahara yang bersangkutan. 

Kami ueapkanterimakasihatasperhatiannya. 
AtasanLangsung/Kepala Kantor 3) 

NIP , . 
*) Caret yang tidakperlu 

PetunjukPengisian : 

1 }Diisi dengan nama organisasij satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uangjbarang. 
2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain: penyegelan 

brankas, penutupan Buku Kas lJrnum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Aeara 
Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang. 

3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsungJKepala Kantor. 

GUBERNUR LAMPUNG, 

//~
 
M. RIDHO FICARDO 

El Haraky
Rectangle



-25

LAMPmAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
HOMOR TAHUH 2014 
TANGGAL : 2014 

DAFTAR KERUGIAN OAERAH 

TRIWULAN 
TAHUN 
KANTOR 

No NamaBenda 
bara 

No.jTgL 
SKTJM/ 

SK 
Pembebanan 

Sementara/ SK 
Pembebanan 

Uraian 
KaSllsl 
Tabun 

Kejadian 

.Jml. 
Kerugian 
Daerah 

(Rpj 

,TmL 
Pembayaranj' 
Angsurans.d. 

Bulan.. 
(Rp) 

Siea 
Kerugian 

(Rp) 

.Ienisdan 
.Iumlah 
Beraog 

Jaminan 

I. 2 3 4 5 6 7 8 

l 
I 

Ket. *)I 
I 

I 

9 

PetunjukPengisian : 

1) Diisi dengan nomor urut 
2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya keruglan Daerah. 
3) Diisi dengan No.j Tgl. SKTJMjSK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan [apahilaada]. 
4) Diisi dengan uraian kasusjtahun kejadian.
 
5) Diisi denganjumlah kerugian Daerah [dalarn rupiah).
 
6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara. 
7) Diisi denganjumlah kolom 5 dilrurangi kolom 6. 
8) Dlisi dengan jenis dan jumlah barangjaminan [apa bila ada). 
9) Dlisi dengan :
 
Pe1aksanaan SKTJM, mis. Lunas tunai atau melalui penjualan barang:
 
Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telahJbelum dilaksanakan Sita Jaminan; 
Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang. 

GUBERNUR LAMPUNG, 

L)~ 
M. RlOHO FICARDO 

El Haraky
Rectangle
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LAMPIRAN ill:	 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
NOMOR TAHUN 2014 
TANGGAL: 2014 

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK lSKTJMI 

Yang bertandatangan di bawah ini : 
Nama	 . 
NIP . 
Pengkar/Octcngan . 
Tempatj Tgl. Lahir _ _ . 
A1B.mat I) 
No. &Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara : . .. 
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian 
Daerah Sebesar Rp ( dengan hum! ), yakni 
lcerugian yang disebabkan : . 

Kerugian tersebut akan saya ganti deugan rnenyetorkan jumlah tersebut ke KasDaemh/Daerah*) di 
................dalamjangka waktu 40 (empatpuluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. Sebagai 

jaminan atas pernyataanini, saya serahkanbarang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual 
sebagai berikut: 
1 .. 

}2	 . 'I 

3	 . 

apabila dalam jangka waktu 40 (ernpatpuluh) had setelah eaya rnenandatangani pernyataan ini ternyata saya 
tidak rnengganti eeluruh jumlah kerugian tersebur, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang 
jaminantersebut. 

• ••••••••••••••••• ,	 5) 

Mengetahui :	 meterai cukup 

Kepala (SatuanOrganisasl} 6)	 (NamaBendahara) 

Saksi - Saksi : 
1 } 
2	 7) 

*J caret yang tidakperlu 

PetunjukPengi8ian :
 
1) Diia drng:m identiras leugkap bendaham yang mell.1m.latang.ml SKTJM.
 
2) Diai dcngan jumlab kerugian Dacmh y:uJg terjadi dan pcrbuatan yang dilakukan 

oleh bendahare ~chillgga mengakibatkan tcqadinya kerugian Dacrah. 
3) Diisi dcngan tnnpar Kantor Ka;; Daerah/Daernh dimana nangtersebur akan disetcrkan. 
4) Dii,j lIenK..n ba:r:Ulg_barang milik bendahara yang dijadikan jaminanatas peluoasan kerugian Daeralr. 
5) Diisi dengan nama tempat am mnggai SK1JM dirandatangani. 
6) Dii,i dengan nama saruan kcrja yang bersangkut:tn dan ditandltangai oleh ktpala samail kerja. 
7) Diisi deng-.J.n nama dna orang- saksi dan Pcmcriksa yang- ikutmenjaksikan penandatarrganan SKIJM ini 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. RIDHO FICARDO
 

El Haraky
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LAMPmAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
HOMOR TAHUN 2014
 
TANGGAL : 2014
 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
BOMOR 1)
 

TENTANG
 

PEMBEBANAN KERUGlAN DAERAH SEMENTARA
 

..•.••......•....•••......•.•... (nama instansi) .............•........... 2)
 

••••...••.......•..•. (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan) ........••......•..., 3)
 
Menimbang: a 

b. 
} 

41 

Mengingat: I. 
2 

} 
5) 

MEMUTUSKAN, 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBANAN KERUGlAN DAERAH 
SEMENTARA (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat Keputusan 
pada instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara 6) 

KESATU : Membebani penggantian kerugian Daerah sementara terhadap 
Saudara {nama, pangkatjabatan, NIP) selaku 
Bendaharaj PengampujWarisjKeluarga dari Bendahara-] 
pede sebesar RP ( dengan huruf J7) 

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara ' .. selakuKetua TPKD 
di untuk menagih dan memlnta kepada Saudara . 
agar menyetorkeKasDaerahjDaerah*)sejumlah kerugian Daerah tersebut. 81 

KETIGA : Keputusan inl mnlai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkandi _ } 

~~~~_~~_~~~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ __ 
Kepala ISatuanOganisasi) 10) 

( Narna dan NIP I 
Tembusan Keputu8an dieampaikan kepeda: 
1. Gubernur Lampung; 
2 . 

1) Diiaidengannomerkeputusan. yang berlakusesuaidenganketentuan yang bertakupadainstansi yang bersangkutan. 
2) Diiaidengannamainstansi. 
3) Diisidengannamajabatan yang berwenangmene,bitkan"keputuS8Il 
4) Diisidenganuraiansingkatmengeruiliaktadankeadaan yang 

menjadiBlasanjtujuanjkepentinganjpertimbangantentangperhmyaditeLllpkannyakeputusanini. 
5) DiL-ridenganperaturanpe:rundang-undangansebagaidasarhukumpengeluarankeputusan yeng 

tingkatannyasarnaataulebihtinggi. 
6) Dilsidengannama.jabatan yang berwenangmenerbitkansuratkeputusanpadainst£IDsiterkait. 
7} Diisidenganruunapangkat,jabatan, NIP selakuBendaharajPengampUjWarisjKe-luargadmiBendahara, dan jumjah kerugian 

Daerah yang terjadi. 
8) Diisidengannamakerua TPKD dannamainstansisertanamabendahara 
9) Diisidengantempatd£IDtanggalkepu tu sanditetapkan. 
10) Diisidengannaumkepalasatuanorganisasi. 
11) Diisidengannama-narnainstansi yang terkaitdengankeputusanini. 

GUBERNUR LAMPUNG, 

~
 
M. RIDHQ FICARDQ
 

http:��......�
http:����...��.......�..�
http:�.��......�....���......�.�
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LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
NOMOR TAHUN 2014 
TANGGAL: 2014 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUHG
 
NOMOR: ..............•........ 1)
 

TENTANG 

PENETAPAIf BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAIf 

GUBERNUR LAMPUHG, 

Menimbaag:	 a. ·············.... r 
b.	 2) 
c	 . 

Mengingat: 

f::::::::::::::::::::::::::::::::}::::::::::::::::' 3) 

MEMUTUSKAJf: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJ'UAN KEBERATAN. 

KESATU	 Menyatakan bahwa Saudara .. .. Bendahara/ Maritan Bendahara pada (unit 
kerja dan inatansi] di bertanggungjawab aras kerugian Daerah sebesar Rp . 
...................... ( dengan huruf ) sebagai akibat kesalahanjkelalaian yang 
dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah tersebut. 4) 

KEDUA	 Memberi kesempatan kepada Saudara untuk mengajukan keberatan atau 
pembelaan diri atas kerugian Daerah dalam jangka wakru 14 (empatbelas) han terhitung 
setelah menerima aurar kepurusan mi. 5) 

RETIGA	 Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) han tersebut bendahara yang 
bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian Daerah, Badan 
Pemeriksa Keuangan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan. 

KEEMPAT	 Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di :..................... 6/ } 
pada tanggal : .. 

Tim PenyelesaianKerugianDaerah 

KETUA, 
(.... . NamaKetua j 

ANGGOTA, 
(.. .NamaAnggota.... . j 71 

ANGGOTA 

( NamaAnggota... .. ) 
TembU5111l Keputusau ini disampaikan kepada : 
1. Gubernur Lampung; 
2. .. dst. 
3 (manTanbendaharabersangkutanj 

Petunjuk Pengisian ;
 
1) Diisi dengan nOlIlOI keputusan yang berlaku sesuai dengan kctcuruan yang berlaku
 
2) Diisi dengan uraian singkae mengt'nai fakta dan kcadaan yang menjadi ala~an/ rujuan/ kcpcntingau/ perumbangen rectang perlunyc 

diterapkannya kqmtusan mi. 
3) Diisi dengan peraruran penmdang-uadangan scbagai Jan:IJ: hukum pengeluaran kcputusan Y'Jllg ringkarannya sama atau Iebih tinggi. 
4) Diisi Jengan nama bendahara/mantan bcndahara, unit kerja dID lokcsi unit kcrja, dan jumlah kerugian Darrah yang terjadi. 
5) Diiaidenl':3l1 nama bcndah:Ir.l/manran bendahara 
6) Diisi dengan nama tcrnpat dID tanggal kepurusan dircrapkan. 
7) Diisi deugan namaTim Penjetesaien Kerugten Dcerah. 
8) Diisidengan nama-namainstan;;i yang terkair dengan keputusan ini. 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M.~~ABDO
 

El Haraky
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LAMPIRAJf VI: PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
NOMOR TAHUN 2014 
TANGGAL ; 2014 

KEPUTUSAN GUBElUfUR LAMPUNG 
NOMOR ........•..........•.. I)
 

TENTANG 

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA 2)
 
ATAS NAMA DAERAH PROVINSI LAMPUlfG
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Mcuimbang: a	 . 
b . 
c . 

Menglugat: 1	 . 
2	 . 
3	 . 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN' GUBERNUR TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA 
.........•.... ')
 

KESATU	 Menyatakan Saudara , NIP , Bendahara/Mantan Bendahara pada 
(nama unit kerja, inetaneil.... telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan keealahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian Daerah yang rerjadi 
dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp C- dengan hur-uf J 6) 

KEDUA	 Saudara dlwajibkan untuk mengganti kerugian Daerah dengan jnmlah sebagairnana 
tercantum dalam Dikturn KESATU dengan cera menyetorkan ke leas DaerahjDaerah*)7) 

1(ET1GA	 Keputusan mi mulai berlaku sejak tanggal ditctapkan. 

Ditetapkandi : } 81 
pada tanggal : . 

Tim PenyelesaianKerugianDaerah. 
KETUA, 

··········ANg~~etua ) }I 
( NamaAnggota ) 

ANGGOTA, 
( NamaAnggota ) 

Tembusan Keputwlan tnt dieampaikan kepada : 
I. MenterijKetuaLembaga/GubemurjBupatijWa!ikota di. 
2. Direktur PT Taspenj KepaLa KPKN di .	 101 } 

Petunjuk Pengisian : 
1) Dii", dengan nOmOr kepulu~an yang berlaku eeeuer dengan ketentuan yang berlaku di BPK. 
2] Dii,,; dengan nama bendah.ua/mantan bendaharn. 
3] Diiai dengen urai;>."':! singka~ mengenai fakta dan keadaan yang menjad; alasanjtuju"-n/kepenl.inganj p"rtimbangan tentang perlunya 

ditetapkannya kepntusan ini. 
4) Diiei dengan pemtnran perundFmg-nndangan &ebagai dasar hukum pengeiuaran keputu8an yang tingkatannya "lIIlla ataulebih tir,ggi. 
S) DUai dengan nama bendaharajmantan bendehrua. 
&) Dj;!ii dengan nlWla bendaharajmanwu bendahllIa, unit kerja dan IOk>lsi unit keJja, dan jUmlah kerugian Da"rah yang te-rjadi. 
7) Diisi dengan nam" bendahara}ma.ntan beudahara 
8) Diim dengan Uama tempat dan tanggal keputuaan diletapkan. 
9) Diim dengan nama xeeua da.n Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK. 
10) Diiei dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini. 

GUBERNUR LAMPUNG, 

~
 
M. RlDHO FICARDO 

http:�..........�
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LAMPIRAN vn: PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
HUMOR TAHUN 2014 
TANGGAL : 2014 

KEPUTUSAH GUBERNUR LAMPUWG
 
KOMOR ...........•.......... 1 )
 

TENTANG 

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA ..•..•.•..... 2) 

ATAS NAMA DAERAHPROVINSI LAMPUNG 

GUBERNUR LAMPURG, 

Menimbang:	 a . 
b	 . 
c _ . 

Mengingat:	 1. }
 
2................................ 4)
 
3	 . 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: KEPU'rUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN PEl'lGGANTIAN KERUGIAN DAERAH 
''-- KEPADA 5) 

KESATU	 Terdapat kcrugian Daeran eebesar Rp. . ( dengan huruf ) 
yang terjadi dalam pengurusan Saudara , pada saet itu selaku Bendahara pada 
.................... (nama .instansi/SKPDj. 6) 

KEDUA	 Saudara tidak terbukti melakukan perbnatan melawan hukurn baik aengeja 
maupun lalai sehingga tidak dapat dirn.intakan pertanggungjawaban atas kerugian Deerah 
yang terjadi. 7) 

KETIGA	 Mernbebaskan Saudara dan kewajiban untuk mengganti kerugian Daerah dengan 
nilai eebagaimana tercantum delam Diktum KESATU. 8) 

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapknn 
Ditetapkandi : . 
pada tanggal :.................. 9) } 
Tim PenyelesaianKemgianDaerah 

KETUA,

( Na:;~~~;A:·········) } 
( Namaanggota j 0) 

ANGGOTA,
 
( NamaAnggota )
 

TembusanKeputusaninidisampaikankepada: }
 
1. Oubemur Larnpung; 
2. Sekretaris Daerah	 , 11) 

Petuujuk Pengisi3.ll:
 
1/ Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketenman yang berlaku.
 
2) Diisi deagan nama bendahara
 
3} Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keedaaa yang menjadi alasanjtujuanjkepentinganj pertimbangan
 

tentang perlnnya ditetapkennya keputuaan ini. 
4) Dii~ dengan peiaturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sarna ateu 

lebih tinggi.
 
S) Diisi dengan nama bendahara
 
6) Diisi dengan jumlah kerugian Deerah yang teriadj, nama bendahara, dan unit kerja/instansi.
 
7) Diisi dengan nama bendahara
 
8) Diisi dengan nama bendahara
 
9) Dum dengan nama temper dan tanggal keputusan ditetapkan.
 
lO) Dum dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan.
 
11) Dum dengan nama-nama inetansi yang terkait dengan keputusan ini.
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. R1D~AIlDO
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LAMPmAN vm:	 PERATURAN DAERAH PROVINS1 LAMPUIlG 
NOMOR TAHUN 2014 
TANGGAL: 2014 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUl'lG
 
NOMOR: II
 

TENTANG 

PENCATATAN KERUGlAH DAERAH 

GUBERlfUR LAMPUNG, 

Menimbang:	 a . 
b	 . 
c . 

Mengingat:	 1. 
2 " . 
3	 . 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCATATAN KERUGIAN DAERAH. 

KESATU	 Mencatar kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawab Saudara . 
BendaharaJMantan Bendahara pada ". (nama saruan kerja, Instansi] sebeser 
Rp ( , dengan huruf ).4) 

KEDUA	 Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pcnuntutan apabila dikemudian hari 
Keberadaan mantan bendehara tersebut pada Diktum Kesatu di ketahui. 

RETIGA	 Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Baden Pemeriksa Keuangan tidak dapat menerbitkan 
Surac Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah atas kasue 
tersebut, make demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendanara 
tersebut. 

KEEMPAT	 Keputusan iru mulat berlaku sejak tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di: , . 5) }pada tanggal: . 

Tim PenyelesaianKenlgianDaerah 
KETUA, 

................ Namagetua.. . )}

( "	 6)"N;~;:~........
 
( Namaanggota . 

TembuS8.11 Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Oubemur Lampung 
2. Sekretaria Daemh	 " ; 7) } 
3. Kepala Kantor " di	 . 

Petunjuk Penglslan :
 
1) DiiSli. dengan nomor keputu.aan yang berlaku eesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 
2}	 Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yangmenjadi alasan/tujuan/ kepenlinganjpertimbangan 

tentang perhmya ditetapkannya kepUtUS811 ini. 
3)	 Dtisi dengan peraturan peruridang-undnngan sebagai dasar hukum pengehraren. keputusan yang tingkatannya sema aeau 

lebih tinggi. 
4)	 Diisi dengen nama hendaharaj'mantan bend ahara, nama unit kerja/Inatanst, dan jumlab kerugian yang terjadi. 
5)	 Dilsi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan. 
6)	 Diisi dengan nama ketua dan anggota Majelis 'I'untutan Perbendaharaan. 
7)	 Diiai dengan nama-nama instansi yang rerkait dengan kepurnsan inl. 

GUBERNUR LAMPUNG, 

46

M. RlDHO FlCARDO 
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